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Abstrak

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen pencegahan korupsi yang
menuntut kepatuhan pelaporan secara tepat waktu dan lengkap. Di Kabupaten Gorontalo masih ditemukan
kendala teknis yang memengaruhi proses pelaporan, seperti masalah login akun dan pengisian aplikasi e-LHKPN.
Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendukung peningkatan kepatuhan wajib lapor melalui asistensi teknis
pelaporan  LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah
pendampingan teknis langsung yang meliputi koordinasi, asistensi login dan aktivasi akun, pendampingan
pengisian e-LHKPN, serta monitoring pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa asistensi membantu
mengatasi kendala teknis, memperlancar proses pelaporan, meningkatkan ketertiban dan kelengkapan pengisian
LHKPN, serta mendukung kinerja Unit Pengelola LHKPN. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara
perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan
akuntabel.

Kata kunci — LHKPN, Penyelenggara Negara, Asistensi, e-LHKPN, Kepatuhan Pelaporan

Abstract

The State Officials’ Wealth Report (LHKPN) is an anti-corruption instrument that requires timely and complete
compliance in reporting. In Gorontalo Regency, technical obstacles are still encountered that affect the reporting
process, such as login issues and difficulties in filling out the e-LHKPN application. This community service
activity aims to support the improvement of compliance among obligated reporters through technical assistance
in LHKPN reporting within the Gorontalo Regency Government. The method applied is direct technical
assistance, which includes coordination, login and account activation support, guidance in completing e-LHKPN,
and monitoring of reporting. The results of the activity show that the assistance helped overcome technical
obstacles, facilitated the reporting process, improved orderliness and completeness in filling out LHKPN, and
supported the performance of the LHKPN Management Unit. This activity also strengthens synergy between
higher education institutions and local government in realizing transparent and accountable governance.
Keywords — LHKPN, State Officials, Assistance, e-LHKPN, Reporting Compliance
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PENDAHULUAN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen
pencegahan korupsi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara. Kewajiban ini diatur
dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara
berkewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Sebagai
instrumen pencegahan korupsi, LHKPN memiliki fungsi mendorong keterbukaan penyelenggara
negara atas harta yang dimiliki, meminimalkan potensi konflik kepentingan, serta mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Gabriela et al., 2023; KPK, 2020).

Data Sistem Informasi LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa
tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN secara nasional mengalami tren yang tidak selalu stabil dari
tahun ke tahun. Tingkat pelaporan nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 97,82 persen, namun
tingkat kelengkapan laporan menurun menjadi 80,83 persen. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten
Gorontalo, di mana tingkat pelaporan wajib lapor tergolong tinggi pada dua tahun terakhir, yaitu 98,81
persen pada tahun pelaporan 2024 dan 95,99 persen pada tahun pelaporan 2025, namun tingkat
kepatuhan berdasarkan laporan yang berstatus lengkap menurun dari 93,75 persen pada 2024 menjadi
74,78 persen pada 2025 (KPK, 2026). Selisih antara kedua indikator ini menunjukkan bahwa tingginya
partisipasi menyampaikan laporan belum diikuti dengan kelengkapan data sesuai standar KPK,
sebagaimana ditemukan pula dalam kajian kebijakan LHKPN di tingkat nasional (Dalilah & Juwono,
2022).

Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung
pengelolaan kewajiban pelaporan tersebut. Pasal 8 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo
Nomor 37 Tahun 2017 mengamanatkan pembentukan Unit Pengelola LHKPN untuk mendukung
kelancaran pengelolaan wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan . Berdasarkan amanat
tersebut, Inspektorat Kabupaten Gorontalo berperan sebagai koordinator Unit Pengelola LHKPN yang
bertugas melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan, memberikan sosialisasi, serta mengusulkan
sanksi disiplin bagi wajib lapor yang tidak atau terlambat melapor. Keberadaan Inspektorat sebagai
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam peran ini menjadi instrumen penting dalam
mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan (Yuliawati et al., 2023).

Meski struktur kelembagaan telah berjalan, kendala operasional dalam proses pelaporan
LHKPN masih ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Sekretaris
Unit Pengelola LHKPN Inspektorat Kabupaten Gorontalo, hambatan paling dominan adalah masalah
teknis login akun, seperti lupa kata sandi dan lupa alamat email, serta kesulitan pengisian modul oleh
pejabat yang baru pertama kali melapor. Kendala serupa dijumpai pula dalam kajian tentang
penerapan sistem e-LHKPN di daerah lain, di mana perubahan dari sistem manual ke sistem
elektronik, meskipun meningkatkan kepatuhan, tetap menyisakan persoalan teknis dan administratif
yang memerlukan pendampingan (Dalilah & Juwono, 2022; Gabriela et al., 2023). Di sisi lain, kapasitas
personel Unit Pengelola LHKPN yang terbatas untuk melayani seluruh penyelenggara negara se-
Kabupaten Gorontalo menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh wajib lapor
mendapatkan pendampingan yang optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Fauziyah (2025) yang
menunjukkan bahwa peran APIP dalam mendukung kepatuhan LHKPN memerlukan sumber daya
dan strategi pendampingan yang memadai.

Merespons kebutuhan tersebut, mahasiswa magang Universitas Negeri Gorontalo yang
ditempatkan di Inspektorat Kabupaten Gorontalo mengambil peran sebagai pendamping teknis di
bawah arahan dan supervisi langsung Unit Pengelola LHKPN. Keterlibatan perguruan tinggi melalui
program magang dalam mendukung fungsi pemerintahan merupakan wujud nyata kontribusi
akademik terhadap tata kelola yang baik. Kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan salah satu
indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi dan
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akuntabilitas (Pramudyo, 2025; Sholihah et al., 2023). Selain itu, upaya peningkatannya tidak hanya
bergantung pada sanksi administratif, tetapi juga pada ketersediaan dukungan teknis yang mudah
diakses oleh wajib lapor. Artikel ini bertujuan mendokumentasikan secara ilmiah rangkaian kegiatan
asistensi yang telah dilaksanakan selama program magang, mulai dari tahap koordinasi awal,
pendampingan teknis pengisian e-LHKPN, hingga hasil yang dicapai.

METODE

Kegiatan asistensi pelaporan LHKPN dilaksanakan pada bulan Maret 2026 di Inspektorat
Kabupaten Gorontalo. Subjek kegiatan adalah penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo yang termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN, meliputi Bupati, Wakil
Bupati, Kepala Desa, Camat, dan dan Auditor Fungsional di Inspektorat Kabupaten Gorontalo,
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Metode yang digunakan
dalam kegiatan ini adalah pendampingan teknis langsung (direct technical assistance), yaitu mahasiswa
magang secara langsung mendampingi wajib lapor dalam setiap tahapan pengisian aplikasi e-LHKPN.
Pendampingan dilakukan di bawah arahan dan supervisi penuh Unit Pengelola LHKPN Inspektorat
Kabupaten Gorontalo, sehingga seluruh tindakan teknis yang diberikan sesuai dengan prosedur dan
kebijakan yang berlaku. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan asistensi adalah sebagai berikut:
Tahap Persiapan dan Koordinasi

Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, mahasiswa magang terlebih dahulu
melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Pada tahap
ini, mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan LHKPN, struktur aplikasi
e-LHKPN, daftar wajib lapor, serta prosedur pendampingan yang harus diikuti. Mahasiswa juga
mempelajari regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk Peraturan Bupati Gorontalo
dan ketentuan KPK mengenai kewajiban pelaporan LHKPN.

Tahap Pelaksanaan Asistensi

Pelaksanaan asistensi mencakup seluruh rangkaian tahapan pengisian aplikasi e-LHKPN,
yang dilakukan secara langsung bersama wajib lapor. Pendampingan dimulai dari tahap login akun
hingga wajib lapor berhasil mengirimkan laporan ke sistem KPK. Rincian kegiatan asistensi yang
dilakukan meliputi:
Membantu wajib lapor melakukan login akun e-LHKPN;
Membantu mengatasi kendala lupa email, kata sandi (password), maupun akun yang belum aktif;
Mendampingi pengisian Data Pribadi wajib lapor;
Mendampingi pengisian data Jabatan;
Mendampingi pengisian Data Keluarga;
Membantu pengisian data Harta Kekayaan, meliputi aset bergerak dan tidak bergerak;
Membantu pengisian data Penerimaan selama periode pelaporan;
Membantu pengisian data Pengeluaran selama periode pelaporan;
Membantu pengisian Lampiran Penjualan/Pelepasan aset;
Membantu pengisian Lampiran Fasilitas yang diterima wajib lapor;
Membantu pelaksanaan Review Harta sebelum pengiriman;
Memastikan kelengkapan seluruh data sebelum laporan dikirimkan ke sistem KPK;

— AT TR e a0 o

m. Mendampingi wajib lapor dalam proses perbaikan apabila terdapat permintaan revisi dari KPK.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Setelah pendampingan pengisian dilakukan, mahasiswa magang bersama Unit Pengelola
LHKPN memantau status pelaporan masing-masing wajib lapor melalui sistem e-LHKPN. Apabila
terdapat laporan yang dikembalikan oleh KPK dengan permintaan perbaikan, mahasiswa kembali
mendampingi wajib lapor dalam proses revisi dan pengiriman ulang laporan tersebut.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan asistensi pelaporan LHKPN yang dilaksanakan pada bulan Maret 2026 di Inspektorat
Kabupaten Gorontalo berjalan sesuai dengan rencana yang telah dikoordinasikan bersama Unit
Pengelola LHKPN. Berikut ini diuraikan hasil dari setiap tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Koordinasi Awal dengan Unit Pengelola LHKPN

Pada tahap persiapan, mahasiswa magang melakukan koordinasi intensif dengan seluruh
anggota Unit Pengelola LHKPN, yang terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, serta
dua orang anggota. Melalui koordinasi ini, mahasiswa memperoleh gambaran menyeluruh mengenai
kondisi pelaporan LHKPN di Kabupaten Gorontalo, termasuk kendala-kendala yang selama ini
dihadapi wajib lapor dalam menggunakan aplikasi e-LHKPN. Koordinasi ini menjadi landasan
penting sebelum mahasiswa turun langsung untuk mendampingi para wajib lapor.

Koordinasi Awal dengan Unit Pengelola LHKPN

Asistensi Login dan Aktivasi Akun

Salah satu kendala paling dominan yang ditemukan selama kegiatan asistensi adalah masalah
login akun e-LHKPN. Sejumlah wajib lapor mengalami kesulitan mengakses akun mereka karena lupa
kata sandi, lupa alamat email yang terdaftar di sistem, atau akun yang belum diaktivasi. Kondisi ini
sejalan dengan temuan wawancara dengan Sekretaris Unit Pengelola LHKPN, yang menyatakan
bahwa hambatan paling sering ditemui adalah masalah gagal login, seperti lupa kata sandi atau
kendala terkait email, terutama pada pejabat baru yang kurang terbiasa dengan sistem e-LHKPN.

Mahasiswa magang membantu wajib lapor dalam proses reset kata sandi, konfirmasi dan
pemulihan email, serta koordinasi dengan Sekretaris Unit Pengelola selaku data entry untuk
melakukan aktivasi akun. Setelah kendala login teratasi, wajib lapor dapat melanjutkan proses
pengisian laporan dengan lebih lancar.

o7
Gambar 2.
Asistensi Login dan Aktivasi Akun e-LHKPN
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Pendampingan Pengisian Modul e-LHKPN

Setelah berhasil login, mahasiswa magang mendampingi wajib lapor dalam mengisi seluruh
modul yang tersedia di aplikasi e-LHKPN. Pengisian dilakukan secara berurutan dimulai dari modul
Data Pribadi, yang memuat informasi identitas diri wajib lapor. Kemudian dilanjutkan dengan
pengisian modul Jabatan, yang mencakup informasi mengenai posisi struktural yang sedang dijabat.
Modul Data Keluarga diisi berikutnya, yang memuat data pasangan dan tanggungan wajib lapor yang
relevan untuk keperluan pelaporan.

Pengisian modul Harta Kekayaan menjadi bagian yang paling membutuhkan perhatian dan
waktu lebih panjang dibandingkan modul lainnya. Wajib lapor perlu merinci seluruh aset yang
dimiliki, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, kendaraan bermotor, surat
berharga, serta harta lainnya. Mahasiswa memberikan panduan teknis mengenai cara memasukkan
data sesuai dengan format yang diminta oleh sistem e-LHKPN. Berdasarkan keterangan dari salah
seorang wajib lapor dalam sesi wawancara, kendala dalam pengisian data harta antara lain terkait
kepemilikan aset yang secara fisik sudah dimiliki namun belum memiliki dokumen legalitas yang
lengkap, seperti tanah hibah dari orang tua yang belum bersertifikat.

Selanjutnya, mahasiswa mendampingi pengisian modul Penerimaan dan Pengeluaran, yang
memuat total penerimaan dan total pengeluaran wajib lapor selama satu periode pelaporan. Modul ini
juga sering menjadi kendala bagi wajib lapor, karena mereka harus merinci total penerimaan dari
berbagai sumber dan menyesuaikan dengan saldo akhir rekening yang dimiliki. Pengisian Lampiran
Penjualan/Pelepasan dan Lampiran Fasilitas juga dilakukan apabila terdapat transaksi atau fasilitas
yang diterima wajib lapor selama periode pelaporan yang bersangkutan.

Gambar 3.
Pendampingan Pengisian Modul e-LHKPN

Review Harta dan Pengiriman Laporan

Setelah seluruh modul terisi, mahasiswa mendampingi wajib lapor dalam melakukan tahap
Review Harta. Pada tahap ini, seluruh data yang telah dimasukkan ditampilkan kembali untuk
diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya sebelum laporan dikirimkan secara resmi ke sistem KPK.
Mahasiswa membantu memastikan tidak ada data yang terlewat atau tidak sesuai format yang

diminta. Setelah proses review dinyatakan lengkap, wajib lapor melakukan pengiriman laporan secara
elektronik melalui aplikasi e-LHKPN.
L e 1] & il

Gambar 4.

Pendampingan Review Harta dan Pengiriman Laporan
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Pendampingan Perbaikan Laporan

Beberapa laporan yang telah dikirimkan oleh wajib lapor dikembalikan oleh KPK dengan
permintaan perbaikan. Kondisi ini terjadi karena terdapat bagian laporan yang dinilai kurang lengkap
atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa magang kembali mendampingi wajib
lapor dalam memperbaiki laporan dimaksud dan mengirimkannya kembali ke sistem KPK.
Berdasarkan informasi dari Wakil Ketua Unit Pengelola LHKPN, pada periode pelaporan tahun 2025,
masih terdapat beberapa OPD di lingkungan eksekutif dan satu anggota legislatif yang menjalani
proses perbaikan laporan. Pendampingan dalam tahap perbaikan ini penting untuk memastikan
laporan akhirnya dinyatakan lengkap dan valid oleh KPK.

Capaian Kegiatan

Secara keseluruhan, kegiatan asistensi yang dilakukan oleh mahasiswa magang memberikan
dampak positif terhadap kelancaran proses pelaporan LHKPN di Kabupaten Gorontalo.
Penyelenggara negara yang sebelumnya mengalami kesulitan teknis dalam mengakses dan mengisi
aplikasi e-LHKPN dapat menyelesaikan kewajiban pelaporannya dengan lebih mudah, tertib, dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran mahasiswa magang sebagai pendamping teknis juga
membantu meringankan beban kerja Unit Pengelola LHKPN dalam memberikan pelayanan kepada
wajib lapor yang jumlahnya cukup banyak.

Keberhasilan kegiatan asistensi tersebut tercermin dari hasil monitoring pelaporan LHKPN
Tahun Pelaporan 2025. Berdasarkan data pada sistem monitoring, seluruh 107 penyelenggara negara
yang wajib melapor telah menyampaikan LHKPN, sehingga tingkat kepatuhan pelaporan mencapai
100% tanpa adanya wajib lapor yang belum menyampaikan laporan. Selain itu, seluruh pelaporan juga
dilakukan tepat waktu, sehingga persentase ketepatan waktu mencapai 100% tanpa terdapat pelaporan
yang terlambat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan asistensi dan pendampingan yang
dilakukan telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan, mendukung efektivitas
pengelolaan administrasi LHKPN, serta memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang
akuntabel dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.ecara keseluruhan,
kegiatan asistensi yang dilakukan oleh mahasiswa magang memberikan dampak positif terhadap
kelancaran proses pelaporan LHKPN di Kabupaten Gorontalo. Penyelenggara negara yang
sebelumnya mengalami kesulitan teknis dalam mengakses dan mengisi aplikasi e-LHKPN dapat
menyelesaikan kewajiban pelaporannya dengan lebih mudah dan tertib. Kehadiran mahasiswa
magang sebagai pendamping teknis juga membantu meringankan beban kerja Unit Pengelola LHKPN
yang selama ini harus melayani ratusan wajib lapor dengan personel yang terbatas.

Monitoring KepatuhanUK_INS ~ Tabel Monitoring KepatuhanU.

>fj Report Pelaporan Penyelenggara Negara KPK ,

kan Data per Tanggal | 26/06/2026 021447

LAPORAN ® Persentase Pelaporan

Tarun Pelaporan Tepat waktu Tariambat Jsevs Laparan

Gambar 5.
Report Pelaporan Penyelenggara Negara
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Evaluasi Kegiatan Asistensi

Evaluasi kegiatan asistensi dilakukan melalui monitoring status pelaporan pada sistem e-
LHKPN, observasi selama proses pendampingan, serta wawancara singkat dengan wajib lapor dan
anggota Unit Pengelola LHKPN. Evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kemampuan wajib
lapor dalam mengakses akun e-LHKPN, kemampuan mengisi seluruh modul pelaporan secara
mandiri, serta ketepatan waktu penyampaian laporan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kendala yang dihadapi wajib lapor berasal
dari aspek teknis, terutama lupa alamat email, lupa kata sandi, dan kesulitan memahami pengisian
modul harta kekayaan, penerimaan, serta pengeluaran. Setelah dilakukan pendampingan, seluruh
kendala teknis tersebut dapat diselesaikan sehingga proses pelaporan dapat dilanjutkan hingga tahap
pengiriman laporan.

Selain itu, kegiatan asistensi memberikan peningkatan pemahaman kepada wajib lapor
mengenai mekanisme pelaporan LHKPN dan tata cara penggunaan aplikasi e-LHKPN. Hal ini terlihat
dari meningkatnya kemampuan beberapa wajib lapor dalam melakukan pembaruan data dan
perbaikan laporan secara lebih mandiri dibandingkan pada tahap awal pendampingan. Dari sisi
kelembagaan, keberadaan mahasiswa magang juga membantu mengurangi beban pelayanan Unit
Pengelola LHKPN yang harus mendampingi lebih dari seratus wajib lapor dengan jumlah personel
yang terbatas.

Indikator keberhasilan kegiatan tercermin pada tercapainya tingkat pelaporan sebesar 100
persen dan tingkat ketepatan waktu pelaporan sebesar 100 persen pada Tahun Pelaporan 2025. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa model asistensi teknis yang diterapkan efektif dalam mendukung
peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Diskusi

Kegiatan asistensi pelaporan LHKPN yang dilaksanakan mahasiswa magang di Inspektorat
Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa kepatuhan penyelenggara negara dalam memenuhi
kewajiban LHKPN tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh ketersediaan
dukungan teknis yang memadai. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan (compliance theory) yang
diperkenalkan Milgram (1963), sebagaimana dielaborasi oleh Zakia et al. (2022), bahwa kepatuhan
individu dan organisasi terhadap suatu kewajiban dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk
kesadaran, tanggung jawab, komitmen, dan efektivitas pengawasan yang diterapkan. Pramudyo (2025)
menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan salah satu indikator penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,
dan tingkat kepatuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengawasan yang
berjalan.

Temuan kegiatan asistensi mengkonfirmasi hal tersebut. Koordinator Unit Pengelola LHKPN
menyatakan bahwa strategi memajukan batas waktu internal satu minggu sebelum tanggal tutup dan
menyampaikan progres pelaporan secara terbuka di hadapan pimpinan OPD terbukti efektif
mendorong kepatuhan. Pernyataan bahwa wajib lapor cenderung patuh ketika progres mereka
disampaikan di depan pimpinan mengkonfirmasi pandangan Milgram bahwa kepatuhan individu
meningkat dalam situasi di mana ada tekanan sosial dan otoritas yang jelas. Selain itu, wajib lapor
menegaskan bahwa ancaman sanksi berupa penurunan jabatan menjadi salah satu faktor pendorong
kepatuhan yang nyata, sehingga tidak ada satu pun wajib lapor yang pernah melanggar kewajiban
tersebut sejak sistem pelaporan LHKPN pertama kali diterapkan di Kabupaten Gorontalo. Kondisi ini
memperkuat pandangan Ingnuan & Lutfi (2018) bahwa kepatuhan ditunjukkan melalui kesediaan
individu untuk menaati aturan yang berlaku, dan sanksi yang tegas merupakan faktor eksternal yang
memperkuat kesediaan tersebut.

Meskipun tingkat partisipasi pelaporan tergolong tinggi, temuan kegiatan asistensi
menunjukkan bahwa kepatuhan formal belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan substantif. Data
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KPK (2026) mencatat bahwa tingkat kelengkapan laporan di Kabupaten Gorontalo menurun dari 93,75
persen pada tahun 2024 menjadi 74,78 persen pada tahun 2025. Wajib lapor mengungkapkan tiga
kategori kendala utama: pertama, lupa email karena pelaporan hanya dilakukan setahun sekali
sehingga akun jarang digunakan; kedua, kesulitan merinci total penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode pelaporan; dan ketiga, adanya aset yang faktual telah dimiliki namun belum memiliki
dokumen legalitas yang lengkap, seperti tanah hibah yang belum bersertifikat. Kendala-kendala ini
menunjukkan bahwa kepatuhan yang rendah secara substantif bukan semata-mata karena
ketidaksediaan wajib lapor untuk melapor, melainkan karena hambatan teknis dan administratif yang
menghambat penyelesaian laporan secara lengkap dan akurat. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa
pengawasan yang efektif harus disertai dengan asistensi teknis yang memadai agar wajib lapor yang
memiliki komitmen tetap dapat menyelesaikan kewajibannya dengan benar (Gabriela et al., 2023).

Dari perspektif teori pengawasan, peran Unit Pengelola LHKPN Inspektorat Kabupaten
Gorontalo mencakup seluruh fungsi pengawasan yang komprehensif. Gafar et al. (2022) memandang
pengawasan sebagai kegiatan menilai dan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar
yang telah ditentukan, sementara Ansori (2018) menegaskan bahwa pengawasan pemerintahan
dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan
peraturan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dalam Keputusan Sekretaris Daerah tentang
Pembentukan Unit Pengelola LHKPN Tahun 2026 yang mengatur pembagian tugas tim, meliputi
monitoring dan evaluasi kepatuhan, validasi data, pemutakhiran data, aktivasi akun, serta sosialisasi
dan bimbingan teknis. Sekretaris Unit Pengelola LHKPN menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan
melalui sosialisasi di berbagai media dan monitoring langsung terhadap wajib lapor yang belum
menyelesaikan kewajibannya. Praktik ini menunjukkan penerapan pengawasan yang bersifat preventif
dan korektif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Selain itu,
keterlibatan mahasiswa magang dalam kegiatan asistensi turut mendukung efektivitas pengawasan
dengan membantu penyelesaian kendala teknis pelaporan LHKPN (Fauziyah, 2025).

Salah satu temuan penting dari kegiatan asistensi ini adalah terkonfirmasinya keterbatasan
kapasitas Unit Pengelola LHKPN dalam melayani seluruh wajib lapor secara optimal. Salah satu
Auditor Fungsional di Inspektorat Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa Unit Pengelola LHKPN
perlu diperbesar karena banyak yang harus dilayani, dan dengan jumlah personel yang ada saat ini
pendampingan tidak dapat berjalan optimal. Keterbatasan ini merupakan hambatan struktural yang
memengaruhi efektivitas pengawasan, sebagaimana ditegaskan oleh Fauziyah (2025) bahwa efektivitas
peran APIP dalam mendukung kepatuhan LHKPN sangat ditentukan oleh kombinasi antara fungsi
pengawasan formal dan dukungan teknis yang adaptif terhadap kebutuhan wajib lapor. Keterlibatan
mahasiswa magang bukan hanya membantu mengatasi kendala individual wajib lapor, tetapi juga
menjadi solusi jangka pendek atas keterbatasan sumber daya manusia, sekaligus mendorong
tumbuhnya kemampuan teknis dan kepercayaan diri wajib lapor dalam menggunakan e-LHKPN
secara lebih mandiri.

Dari perspektif teori good governance, kegiatan asistensi ini bermuara pada penguatan dua
prinsip tata kelola yang paling relevan dengan pelaporan LHKPN, yaitu transparansi dan
akuntabilitas. Sari et al. (2025) menjelaskan bahwa good governance dievaluasi melalui indikator
transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Fauziyah (2025)
mempertegas bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada publik, sedangkan transparansi menekankan
pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Firmansyah & Sinatria
(2025) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan prinsip utama dalam
mewujudkan good governance. Pelaporan LHKPN yang lengkap dan tepat waktu merupakan wujud
konkret dari kedua prinsip tersebut. Kontribusi mahasiswa magang dalam memastikan seluruh modul
terisi dengan benar sebelum laporan dikirimkan secara langsung mendukung pemenuhan prinsip
akuntabilitas tersebut, sehingga laporan yang disampaikan tidak sekadar memenuhi kewajiban
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administratif, tetapi juga mencerminkan keterbukaan informasi yang berkualitas kepada publik
melalui sistem e-LHKPN.

Penting untuk ditegaskan bahwa seluruh kegiatan asistensi yang dilakukan mahasiswa
magang tetap berada dalam batas peran sebagai pendamping teknis, bukan sebagai pengambil
keputusan. Sekretaris Unit Pengelola LHKPN menjelaskan bahwa kebenaran isi laporan LHKPN tidak
berada dalam kewenangan Inspektorat untuk diverifikasi, melainkan sepenuhnya menjadi domain
KPK. Batas peran yang jelas ini mencerminkan pemahaman yang tepat mengenai prinsip akuntabilitas
dalam good governance, di mana setiap pihak bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan fungsi
yang diberikan kepadanya. Secara lebih luas, kegiatan asistensi ini memberikan kontribusi pada
terjadinya perubahan bertahap di lingkungan penyelenggara negara Kabupaten Gorontalo, yaitu
meningkatnya kemampuan teknis wajib lapor dalam menggunakan e-LHKPN, tumbuhnya kesadaran
mengenai pentingnya kelengkapan dan kualitas laporan, serta meningkatnya kelancaran dan
ketertiban proses pelaporan secara keseluruhan. Perubahan ini merupakan fondasi penting bagi
penguatan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Gorontalo (Dilapanga et al., 2023; Pramudyo, 2025).

KESIMPULAN

Kegiatan asistensi pelaporan LHKPN yang dilaksanakan oleh mahasiswa magang Universitas
Negeri Gorontalo di Inspektorat Kabupaten Gorontalo telah memberikan kontribusi nyata dalam
mendukung kelancaran proses pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Melalui pendampingan teknis langsung di bawah arahan Unit Pengelola LHKPN, berbagai kendala
teknis yang dihadapi wajib lapor, meliputi masalah login akun, kesulitan pengisian modul harta
kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran, dapat diatasi secara sistematis dan terstruktur.

Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara mahasiswa magang dan unit kerja
pemerintah dapat menjadi model pendampingan yang efektif, terutama dalam kondisi keterbatasan
sumber daya manusia di Unit Pengelola LHKPN. Penyelenggara negara yang mendapatkan
pendampingan teknis mampu menyelesaikan kewajiban pelaporan LHKPN dengan lebih mudah, lebih
cepat, dan lebih tertib.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan, disarankan agar program asistensi
serupa dapat dilanjutkan dan dikembangkan pada periode pelaporan berikutnya. Perlu
dipertimbangkan pula penyusunan panduan teknis pengisian e-LHKPN yang lebih mudah dipahami
oleh wajib lapor, serta peningkatan sosialisasi rutin menjelang periode pelaporan, terutama bagi
pejabat yang baru pertama kali melaksanakan kewajiban LHKPN. Penguatan kapasitas tim Unit
Pengelola LHKPN melalui penambahan personel pendamping teknis juga menjadi rekomendasi
penting untuk meningkatkan efektivitas layanan pelaporan LHKPN di Kabupaten Gorontalo pada
masa mendatang.
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